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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 
       Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan dalam 
bab sebelumnya, dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut: 
1. Pengendalian BLH terhadap pemakaian air tanah oleh hotel berdasarkan 
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 sudah 
dilaksanakan tetapi belum berjalan maksimal. BLH Kota Yogyakarta telah 
melakukan pengendalian terhadap pemakaian air tanah oleh hotel dengan 
cara pemeriksaan dokumen periodik, mewajibkan hotel membuat sumur 
resapan, mewajibkan hotel mendistribusikan sepuluh persen air yang 
dimanfaatkan, melakukan inspeksi mendadak, mengajak partisipasi 
masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pemakaian air tanah, 
dan melakukan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah terkait, 
serta sosialisasi aturan hukum kepada hotel sebagi upaya preventif 
menghindari pelanggaran. Namun, BLH belum secara intensif melakukan 
pengecekan pembuatan sumur resapan, distribusi sepuluh persen air tanah 
yang dimanfaatkan, dan sosialisasi aturan hukum. 
2. Pengendalian BLH terhadap pemakaian air tanah oleh hotel yang tidak 
maksimal disebabkan oleh adanya kendala sebagai berikut: keterbatasan 
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tenaga professional yang dimiliki BLH, koordinasi BLH dengan instansi 
terkait kurang baik, dan masih kurang adanya kesadaran sebagian hotel. 
 
B. Saran 
 
       Berdasarkan simpulan tersebut di atas, penulis mengajukan saran sebagai 
berikut: 
1. BLH perlu menambah jumlah tenaga professional khususnya pada Sub 
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup, 
2. BLH perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi lainnya 
dengan membuat forum koordinasi, 
3. BLH perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi tidak hanya pada saat hotel 
mengurus Izin Lingkungan melainkan setelah hotel beroperasional, 
sehingga pengendalian BLH terhadap pemakaian air tanah oleh hotel dapat 
berjalan maksimal. 
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